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Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kaentuan pasat 27 ayat (l) peraturan

Pemcrintah Nomor 37 Tahun 20o7 tcntang pelaksanaan undang-undang

. Nomor 23 Tahun 200d tentang Adnr,inisrasi Kependtrdukan, maka perlu
dibentuk Organisasi dan Tatakerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Buol;

b' bahwa berdasarkern pertimbangan scbagaimana drmaksud pada huruf a

di atas, perlu menrbentuk perdunan Daerah tentang perubahan atz \

Peraturan Daerah Kabtrpaten Buol Nomor 03 Tahun 200g tentang
organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Buol.

Mengingat l. Und,ang-trdang Nor,rmr I Tatun 1974 tentang

Nqara Rcpublik Indoncsia Tahun 1974 Nornor

Negara Republik Irdonesia Nornor 3019);

2. undang-undang Nonnr 8 Tafam 1974 tqtang pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahnrn 1974 Nomor 55, Tambahan

Lembaran Nqla"u Rcpublik trr,rdoncsia Nomor 3o4l) scbagaimana telah
diubah dengan Undar,ryrrndarE Repubtik trndonesia Nomor 43 Tahun 1999

(Lembaran Negara Republik Irdonesia Tatnrn 1999 Nomorl69, Tambahan

Lembaran Negara ReFrblik Indonesia Nomor 3390);

3. undang-undang Nomor 9 Tahun l9g2 tantang Keimigrasian (Lembaran

Negara Republik Indsresia Tatrun 199? Nomor 33, Tambahan Lembaran

Negara Republik Irxlonesia Nor,nor 3,47 4),

4. undang-undang Nonnr 5l ralnrn 1999 tentang pembentukan Kabupaten

Buol, Kabupatcn Momwali dan Kabr,r,paten Banggai Kepulauan (Lembaran

Negara Republik Irdomsia Tahm 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nonror 3900) sebagaimana telah diubah dengan

undang-undang Nornrrn I I Tetnrn 2000 tentang Ferubahan atas undang-

Perkawinan (Lembaran

I, Tambahan Lembaran
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undang Nomor 5l Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol,
Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 7g, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Norn r 3966);

6 Undang-undang Nornor r0 Ta*rn 200f tentang pembentukan peraturan
Perundang-undangan (^ernbaran Nqara Reptrbtik Indonesia Tahun 200r
Nomor 53, Ttrmbahan lsnbaran Negara Rep.rblik Indonesia Nomor
4389);

7. undaqg-undang Nomor 32 Tahun 2oo4 teflang pernerintahan Daerah
(Lembaran Negara Rcpublik Indoncsia Tahun 20Gl Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Repubtrik Indonesia Nomor 4437) seb4gaimana te rh
diubah beberapa kali terakhir dengan Urdang-_undang Nomor 12 Tahr n
2008 tentang perubahan ketrra atas Undang_undang Nomor 32 Tahu.r

, 2004 tentang pemerintahan Dacrah (Lernbaran Negara Repubtik Indonesi,
Tahun 2008 Nomor 59, Tarbahan lernbaran Negara Republil
Indonesia Nomor 4944);

8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 terftang Kewarganegaraan
Republik Indoncsia (I-cmbann N--gara Rcptrblik Indoncsia Tahun 2006
Nomor 63, Tambahan trsnbar-an Negara Republik Indonesia No mor 4634);

9. Undang-undang Nomor 23 Tahun ZW tentang Administrasi
Kependudukan e-embaran Negara Republik rndonesia Tahun 2006
Nomor I24, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4674);

10. Peraturan Pemerintah Nonrcr I0O Tahun 20@ Tentang pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil dalam Jahatan Stnrktrral (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 200o Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4tll g) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan permerintah Nomor l3 Tahm 2002 fl-ernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O2 Nornor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4194);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tertang pelaksanaan Undang_
undang Nomor 23 Tahm 2@6 ientang Administrasi Kependudukan
(Lembarari Negara Republik lndonesia Talun 20O7 Nomor 80, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

12. Peraturan Pem€rin h Nointr 4l Tahun 20O7 ientang Organisasi perangkat
Daerah (Lembaran Negara Repubtik Irdonesia Tahun 20O7 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ):

2



13. Perafuran Prcsiden Repgblik Indonesia Nomor 25 Tahun 2OO8 tentang

Pcrsyaratan dan Tata Cara Pcndaflaran Pcnduduk dan Pencatatan Sipil;

14. Peraturan Daerah Ikhryaten Buol Nornor 0l Tahun 2008 Tentang Urusan

Pemerintahan Daerah Kabtrpaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol

Tahun 2008 Nomor 0l).

I)cngrn Pcncfujuro Bcrrema

DEWAN PERWAKIIfI{ RAI(YAT I'AERAH KABUPATEN BUOL
den

BUPATI BUOL
. MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATIJRAN DAERAH TTNTANG PERTIBAHAN ATAS PERATURAN

DAERAE NOMOR 03 TAHT'N 2OO8 TET{TANG ORGAMSASI DAN

TATA KER'A DINAS.DINAS DARRAH KABTIPATEN BUOL.

Pnsrl I

Beberapa ketentuan dalam Perahran Daerah lkbupaten Buol Nomor 03 Tahun 200g rentang

organisasi dan Tata kerF Dinas.Dinas Dacrah lftbqpetcn Buol (Lctnbaran Daerah Kabupaten

Buol Tahun 2008 l.Iornor 03) dfubeh sebegai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) ditanbshku I (satu) huruf yakni huruf o, sehingga keseluruhan

pas.l 2 ayat (2) berbunyi sebagai berilc.rt :

Pesel I
( I ) Denga.n Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas-Dinas Daeral Kabupaten.

@. Dinas-Dinas Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksrd dalam ayat (l) terdiri dari :

a. Dinas Pendidik q Peiruda dan Obh Ragp Kahrpaten Buol.

b. Dinas Kesehatan Kabupden Buol.

c. Dinas Pckerjaan Umum Kabupaten Buol,

d. Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kabupaten Buol.

e. Dinas Perhubunga4 Kommikasi dan Inlormatika Kabupaten Buol.

f Dinas Sosial Kabupaten Buol.

g. Dinas Tenaga Kcrja dan Transmigrasi Kabuparen Buol.

. h. Dinas Koperasi, t MKlv{, Peridrgrian dan Perdagangan Kabupaten Buol.

i. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buol

j. Dinas Pertania4 Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Buol.

k. Dinas Kehutanan Kabupatcn Buol.

l. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buol.



m- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buol.

n. Dinas Pcndapatan, Pcngclolaan Kanangan dan Asct Daerah Kabupaten Buol.

o. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol.

2. Ketentuan Pasal l0 ayat (4) datt ayat (5) diubah sehingga keseluruhan pasal l0 ayat (4) dan

ayat (5) berbnyi sebagai berikut :

Pasal 10

(l) Dinas Perhubunggq Kornunikasi dan Informatika Kabupaten Buol sebagaimana

dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) lurntre terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris membawahi :

1. Sub Bagian perencanaan dan program.

2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umurn.

3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

c. Bidang perhubungan Darai;

d. Bidang perhubungan Laut;

e. Bidang perhubungan Udara;

fl Bidang Komunikasi dan Informatika.

(2) Bidang Perhubungan Darat sebagaimam dimaks.rd ayat (l) huruf c membawahi :

a. Seksi Manajcrncn Lalulincas;

b. Seksi Angkutan dan prasarana:

, c. Seksi Keselamatan dan Teknis Sarana.

(3) Bidang Perhubungan x,art sehagimana dirnaksrd ayat (l) hurufd membawahi :

a. Seksi Lalulintas dan Ang:kutan Laut;

b. Seksi Kepelabuhanan;

c. Seksi Keselamatan pelayaran.

(4) Bidang Perhubungan Udara sebagaimana dimaksud ayat (r) hurufe membawahi .

a. Seksi Kebandan:daraan;

b. Seksi Penunjang Keselarnaan penerbangan;

c. Seksi Sarana dan prasarana.

(5) Bidang Komunikasi dan Inbrmxika sebagaimana diamaksud ayat ( l ) huruf f
membawahi:

a. Seksi Komunikasi:

b. Seksi Tehnologi Informatika;

c. Seksi Pos dan Telekomunikasi.
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2. Diantara pasal 19 dan pasal 20 disisipkan | (satu)pasal yakni I94 yang berbunyi sebagai

bsrikut :

Pesal l9a

(1) Dinas Kependudukan dan caratan sipil sebagaimana dimaksrd dalam pasal 4 ayat (l)
terdiri dari:
a. Kepala Dinas; -
b. Sekretaris membawahi :

l. Sub Dagian pcrencanaan dan program;

2. Sub Bagian Kepegawaian dan Urnum;

3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

c. Bidang pendaftaran penduduk;

d. Bidang Catatan Sipil;

e. Bidane Sistem Informasi adminitrasi kependudukan.
f Bidang pengetolaan dan penyajian data kependudukan.

(2) Bidang pendaftaran penduduk (DAFDUK), membawahi :a. Seksi pendaftaran dan Verifikasi Data penduduk;

b. Seksi pen<laftaran perigiwa Kependudukan;
c. Seksi penerbitan Dohrmen pendaftaran penduduk.

(3) Bidang Caratan Sipit (CApfL), membawaii :

a. Seksi perkawinan dan perceraian:

b. Seksi Kelahiran dan Kematian penduduk;

c. Seksi penerbitan Dokurnen Kutipan dan Salinan Akta.
, (a) Bidang Sistem lnformasi Adminisrrasi Kependudukan (SIAK), membawahi :a. Seksi Teknologi Informasi Kqendrdrrkan;

b. Seksi Jaringan Komunikaci Defa Kependudukan;
c. Seksi perekaman dan perreraan Dafa Kependudukan.

(5) Bidang pengetotaan dan pcngian Data Kependudukan (ppDK), membawahi :a. Sekci Statistik der pendayagunaan Data Kependudukan;
b. Seksi pendaraan penduduk;

c. Seksi Dokunrertasi dan pelaporan.

Diantara parrrl 24 dan pasal 25

sebagai berikut :

disisipkan I (satu) pasat yakni pasal Z4a yang berbunyi

Pesel Ze
Struktur organisasi masing-mrsing Dinas Kab.paten sebagaimana tercantum daram ramprr.n
I dan II yang merupakan bagirn tak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
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pesd Il
Peratr:ran Daerah ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang nengetahuiny4 memerinta'kan pengundangan peraturan Daerah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Daerah lGbupaten Buol.

LEMBARAN DAERAE KABUPATEN BUOT,
TAEUN 2|m6 NOMOR 27

Ditetapkan di Buol

:{-

t\

a
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.LAMPIRAN 
I PEMTURAN DAEM}i KABUPATEN BUOL

NOMOR 2:-/ TAHUN 2OO8

TANGGAL 30 OESEMBER 2OO8

\

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BUOL

KEPAIA DINAS

PENUNJANG KESELAMATAN
PENERBANGAN

SARANA DAN PRASARANA

TEKNOLOGI iNFORMATIKA

POS DAN TELEKOMUKASI

KOMUNIKA3I OAiI INFORMATIKA



LAl,lPlRAfl [ PERATURAN DAEMH KABUPATEN BUOL

NOMOR z/ TAHUN 20@
TANGGAL 30 DESEMBER 2OO8

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BUOL

KEPALA DINAS

iEK}IOL@I INFORMASI KgPENDUOUKAN sTATISTIK OAN PENDAYAOUNMN OATA
X!P!NOUOU(TN

JARINGAN KOMUNIKqSI OATA
KEPENOUDUKAN

PENERBITAN DOKUMEN KUTIPAI.I
DAN SALINAN AKTA

PEREKAMAN DAN PEM€TMN OATA
KEPENDUOUKAN

!IEKRETARIS

BDA O
PENOAFTAMI{ PSIOUOIJK

gEXsI

PERI(AWII{AN OAN PERCEMIAN

PTNOCL/A}{AN OAN PtilYAJAl{ DATA

PENOATMN PENOUDUK

OOKUMENTASI OAN PELAPORAN

EE x 8T-


